BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa wuntuk menjamin kepastian hukum, ketertiban,
kelancaran dan efektifitas dalam pemberian layanan Bantuan
Hukum, perlu diatur pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa
Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberian Bantuan
Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



Menetapkan :

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Bupati adalah Bupati Lumajang.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima

Bantuan Hukum.

S. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum
atau organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah untuk memberikan layanan jasa pendampingan dan
Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

7. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang
dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

8. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang
dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

nall i

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas

persamaan kedudukan dalam hukum, asas praduga tak bersalah,
asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.



Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Bupati ini
adalah:

a.

b.

(1)

(2)

(1)

(2)

memberikan rasa aman bagi ASN dalam menjalankan tugas
profesinya;

memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN
yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya;

meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas
profesinya; dan

mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dalam
menjalankan tugas profesinya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan
Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. Litigasi; dan

b. Non Litigasi.

Pasal 5

Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a, terdiri atas permasalahan hukum di
pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun
tingkatannya.

Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bantuan Hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan
oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan
penyidikan.

Pasal 6

Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan:

°opo TP

konsultasi;
negosiasi;
mediasi;
konsiliasi; dan
penilaian ahli.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Bantuan Hukum bagi ASN diselenggarakan oleh Sekretariat
Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum.

Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk:

a. menerima permohonan pendampingan Bantuan Hukum;

b. menetapkan diterima atau tidaknya permohonan Bantuan
Hukum;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai
pelaksanaan Bantuan Hukum; dan

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam
pendampingan dan Bantuan Hukum.

BAB IV
PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

ASN yang membutuhkan Bantuan Hukum menyampaikan
permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala
Bagian Hukum selaku Kepala Sekretariat Penyelenggaraan
Bantuan Hukum.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama,
umur, pekerjaan dan alamat pemohon serta uraian ringkas
perkara hukum yang dihadapi.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan melampirkan :

a. surat keterangan atasan dari instansi yang bersangkutan;
dan

b. dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi.

Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menetapkan
diterima atau tidaknya permohonan paling lama 7 (tujuh) hari
setelah permohonan diterima.

Pasal 9

Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menunjuk
Pemberi Bantuan Hukum yang akan  memberikan
pendampingan dan Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum yang telah ditunjuk, mendampingi
Penerima Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

Pemberi Bantuan Hukum bertanggung jawab mendampingi
Penerima Bantuan Hukum sampai dengan selesainya proses
peradilan tingkat pertama.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lumajang.

Diundangkan di Lumajang

pada,_@ggal 1 September 2022
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